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ABSTRAK 

 

Helmi Akhyar. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda 

(Dibimbing oleh Rusliansyah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota 

Samarinda dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di 

Kota Samarinda. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. Populasi tidak hanya 

individu, namun bisa juga bersifat benda-benda. Populasi penelitian ini adalah unit 

potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yaitu berjumlah 

766.291 orang, dengan sample 100 orang. Analisis data menggunakan regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan 

wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin 

rendah kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan 

bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, 

begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin rendah kepatuhan 

wajib pajak. 

 

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.  
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ABSTRACT 

 

Helmi Akhyar. The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on 

Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Samarinda City (Supervised by Rusliansyah). 

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of taxpayer awareness 

on vehicle taxpayer compliance in Samarinda City and the effect of tax sanctions on 

vehicle taxpayer compliance in Samarinda City. The method in this study uses a 

quantitative approach. This type of research is correlational quantitative. Populations are 

not only individuals, but can also be objects. The population of this study is the potential 

unit of motor vehicle taxpayers in Samarinda City in 2020, which is 766,291 people, with 

a sample of 100 people. Data analysis using multiple regression. The results showed that 

taxpayer awareness had a positive and significant effect on vehicle tax compliance in 

Samarinda City. This proves that the higher the awareness of the taxpayer, the higher the 

compliance of the taxpayer, and vice versa the lower the awareness of the taxpayer, the 

lower the compliance of the taxpayer. Tax sanctions have a positive and significant effect 

on vehicle tax compliance in Samarinda City. This proves that the higher the tax 

sanctions, the higher the taxpayer compliance, and vice versa, the lower the tax sanctions, 

the lower the taxpayer compliance.  

 

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Negara Indonesia memperoleh pemasukan untuk pembangunan nasional 

dan pelayanan publik dari berbagai macam sektor terdiri atas sektor internal dan 

sektor eksternal. Untuk sektor eksternal pemasukan negara berasal dari pinjaman 

luar negeri, sedangkan sektor internal terdapat pemasukan negara berasal melalui 

penerapan pajak. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara, dengan data penerimaan pajak pada 3 tahun terakhir yakni 

tahun 2020 sebesar Rp1.285 triliun, tahun 2021 sebesar Rp1.375 triliun dan 

hingga Juli 2022 sebesar Rp1.510 triliun. Dilihat pada penerimaan negara yang 

bukan berasal dari pajak yakni tahun 2020 sebesar 343 triliun, tahun 2021 sebesar 

Rp357 triliun dan hingga Juli 2022 sebesar Rp335 triliun. Terdapat hibah yakni 

tahun 2020 sebesar Rp18 triliun, tahun 2021 sebesar Rp2 triliun dan hingga Juli 

2022 sebesar Rp579,90 miliar  (BPS, 2022). 

Data tersebut menunjukkan kecenderungan penerimaan negara diperoleh 

melalui pajak dibandingkan yang bersumber bukan dari pajak. Sehingga pajak 

memiliki kontribusi yang penting untuk negara sebagai langkah pembangunan 

nasional sebab pajak menjadi sumber dalam mendanai pembangunan tersebut. 

Data penerimaan pajak di Indonesia tahun 2021 dengan persentase 103,9% 

sehingga lebih dari target penerimaan pajak berdasarkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara tahun 2021, dan terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020 
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sebesar 19,2%. Penerimaan pajak ini menggambarkan pemulihan ekonomi yang 

makin nyata. Bahkan, bila melihat perkembangan penerimaan, seolah penerimaan 

negara terutama di paruh kedua tahun 2021 tidak terdampak Covid-19. Hal ini 

menggambarkan pemasukan negara dari pajak dioptimalkan pencapaiannya agar 

tidak dibawah target yang ditetapkan. Data perolehan pajak tersebut sebagai 

kontribusi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak individu maupun 

badan, akan tetapi persentase penerimaan pajak dari wajib pajak individu lebih 

kecil dibandingkan wajib pajak badan.  

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kepatuhan wajib 

pajak individu diantaranya mengadakan perubahan atau reformasi pada sistem 

dasar pembayaran pajak di Indonesia yang semula menggunakan sistem official 

assessment berubah menggunakan sistem self assessment system yakni para wajib 

pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri mengenai 

jumlah wajib pajak yang harus dibayarnya.  

Penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan berdasarkan 

taatnya para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dari aspek 

formal dan aspek materil. Seperti patuh pada waktu pembayaran tidak terlambat, 

karena jika terlambat melakukan pembayaran tergolong sebagai wajib pajak tidak 

patuh. Termasuk pula patuh untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, 

patuh dalam melakukan penyetoran surat pemberitahuan pajak, patuh dalam 

perhitungan pembayaran pajak yang sesuai dan patuh membayar tunggakan pajak. 

Terdapat beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat 

kepatuhan wajib pajak diantaranya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. 



3 
 

 

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak tidak lepas pada pahamnya wajib pajak 

mengenai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perpajakan. 

Selain itu juga, dipengaruhi faktor individu berupa sikap pada individu 

tergolongwajib pajak. Hal ini dapat mempengaruhi patuh atau tidaknya individu 

dalam pemenuhan keajiban dalam bidang pajak. Patuhnya individu dalam 

pembayaran pajak akan mendukung terjadinya peningkatan pendapatan 

pemerintah pada aspek pajak.  

Pemerintah telah mengupayakan berbagai macam cara dalam peningkatan 

kepatuhan wajib pajak berupa dilakukan sosialisasi tentang perpajakan dan 

pemberian sanksi pada pelanggaran pajak yang diatur dalam undang-undung 

mengenai ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan yang wajib ditaati. 

Adanya sanksi pada bidang perpajakan ini dalam rangka pemberian jera pada 

wajib pajak yang melanggar peraturan pajak. Melalui sanksi diharapkan para 

wajib pajak cenderung melakukan pemenuhan kewajiban pajak karena tidak 

membayar pajak akan memperoleh sanksi yang merugikan. Seperti adanya denda 

yang akan semakin bertambah jika tidak segera melunasi pajak.  

Dilihat pada faktor kesadaran wajib pajak sebagai kondisi wajib pajak 

yang mengetahui atau memahami berbagai hal tentang pajak, sehingga membuat 

wajib pajak tersebut memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri dalam 

memenuhi kewajiban  pajaknya. 

Pajak daerah diantaranya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

PKB yang terdapat kontribusi besar terhadap pemasukkan kas daerah. Badan yang 

melakukan penanganan pembiayaan PKB yakni Badan Pendapatan Daerah 
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(BAPENDA) pada Kantor SAMSAT. Masing-masing Kantor SAMSAT terdapat 

perwakilan yakni disebut unit pelaksana teknis (UPT). Tiap UPT di Kabupaten 

maupun di Kota memiliki jumlah jenis kendaraan yang berbeda. Adapun data 

objek pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur periode 2015-2020 

ditunjukkan data berikut: 

Tabel 1.1. Objek Kendaraan yang Membayar Pajak UPT BAPENDA 

Provinsi Kalimantan Timur Periode 2015-2020 

No Kota/Kabupaten 

Tahun (Unit) 

2015 

(Unit) 

2016 

(Unit) 

2017 

(Unit) 

2018 

(Unit) 

2019 

(Unit) 

2020 

(Unit) 

1 Samarinda 365.813 355.205 364.335 371.290 369.860 159.165 

2 Balikpapan 312.640 305.295 308.911 321.978 319.020 138.292 

3 Bontang 76.624 74.101 75.865 79.330 79.702 35.529 

4 
Kutai 

Kartanegara 
203.899 195.274 199.970 210.198 213.551 92.825 

5 Kutai Barat 39.727 37.754 39.739 41.816 43.571 19.372 

6 Tana Paser 72.927 68.753 71.508 73.115 72.076 30.723 

7 Berau 55.597 54.810 57.572 64.438 65.942 28.325 

8 Kutai Timur 68.921 65.489 71.014 76.132 79.671 33.585 

9 PPU 38.270 37.602 37.947 39.486 40.868 18.069 

Sumber: BAPENDA Provinsi Kaltim, 2021 

Dari tabel tersebut dapat diketahui pada tahun 2015-2020 yang mana Kota 

Samarinda merupakan UPT yang memiliki jumlah unit kendaraan tertinggi 

dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya, dengan data mengalami fluktuasi dari 

tahun 2015-2020 yakni tertinggi di tahun 2018 sebesar 371.290 unit dan terendah 

tahun 2020 terdapat 159.165 unit di Kota Samarinda. Dari hal tersebut diketahui 

bahwa jumlah pendapatan yang paling besar adalah berasal dari Kota Samarinda. 

Di Kota Samarinda, terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk 

pemenuhan melakukan kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak (WP) pada pajak 

kendaraan bermotor, terlihat dari data tunggakan PKB berikut:  
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Tabel 1.2.  Data Tunggakan PKB di Kantor SAMSAT Kota Samarinda 

Tahun 2015-2020 

No. Tahun Unit yang 

Potensi 

(Unit) 

Unit yang 

Terealisasi 

(Unit) 

Unit yang Menunggak 

(Unit) 

1 2015 623.244 365.813 257.431 

2 2016 637.926 355.205 282.721 

3 2017 667.955 364.335 303.620 

4 2018 701.754 371.290 330.464 

5 2019 738.257 369.860 368.397 

6 2020 766.291 159.165 607.126 
Sumber: BAPENDA Provinsi Kaltim, 2021 

Berdasarkan tabel diatas, unit kendaraan bermotor yang menunggak 

membayar pajak terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2020 yakni ditahun 

2015 unit menunggak adalah sebesar 257.431 unit hingga tahun 2020 menjadi 

607.126 unit. Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah 

dalam menyerap pajak dari masyarakat terus bergulir, diantaranya pajak 

kendaraan bermotor dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Peraturan 

Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 dan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Keringanan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak 

Kendaraan Bermotor. Sosialisasi ini dilakukan pada ruang rapat Bapenda Kaltim 

yang diikuti Camat se-Kota Samarinda. Kebijakan keringanan pajak kendaraan 

bermotor dalam upaya meringankan beban masyarakat saat pandemi Covid-19 

yang terjadi saat ini. Pajak yang diterima akan kembali pada tiap-tiap Pemerintah 

Kota/Kabupaten dan menjadi komponen APBD. Dalam rangka peningkatan 

patuhnya para wajib pajak tersebut melakukan pembayaran pajak diantaranya 

dilakukan upaya keringanan pokok PKB, terdapat diskon mulai dari 10 hingga 30 

persen untuk masa pajak 1-5 tahun. Sementara untuk BBNKB 2 diberikan diskon 
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sebesar 40 persen. Upaya ini, dilakukan sebagai langkah dioptimalkannya 

kendaraan yang belum membayar pajak di Kota Samarinda.  

Dari uraian permasalahan, membuat dilakukan pengkajian tentang 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan permasalah diatas :  

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?  

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya kajian ini dalam rangka untuk mengetahui dan 

menganalisis: 

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor di Kota Samarinda. 

2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor di Kota Samarinda. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat untuk perlakuan penelitian diharapkan yaitu: 

1. Manfaat teoritisSecara teoritis memberikan informasi serta kajian lebih lanjut 

di bidang akuntansi perpajakan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi wajib pajak diharapkan meningkatkan pengetahuan mengenai 

perpajakan khususnya sanksi perpajakan sehingga timbul kesadaran wajib 

pajak untuk patuh membayar pajak dengan melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor tepat waktu. 

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) diharapkan memberikan 

suatu informasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

melakukan pembayaran pajak, sehingga diberikan kebijakan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai perpajakan. 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kesadaran wajib pajak 

dan sanksi perpajakan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Dasar Teori 

2.1.1. Theory of Planned Behavior 

Pertama kali theory of planned behavior dikemukakan tahun 1980 oleh 

Ajzen. Pada teori ini Ajzen menyusun dengan penggunaan asumsi dasar berupa 

perilaku manusia berdasarkan kesadaran dan pertimbangan dari informasi yang 

diperolehnya. Ajzen dalam Jogiyanto (2014:24) mengemukakan individu bisa 

melaksanakan perilaku atau tidaknya berdasarkan pada niat yang terdapat pada 

individu yang bersangkutan. Niat untuk melaksanakan perilaku atau tidaknya 

dapat dipengaruhi pada dua hal yang mendasari terkait pada hubungan pada sikap 

(attitude towards behavior) dan perilaku hubungan dengan norma subjektif 

(subjective norms). Ajzen juga mengemukakan teori mengenai keyakinan (beliefs) 

sebagai upaya utnuk pengungkapan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap 

niat dalam melakukan atau tidaknya suatu perilaku. Berupa sikap dimulai pada 

keyakinan pada perilaku (behavioral beliefs), adapun norma subjektif dimulai 

pada keyakinan normatif (normative beliefs). 

Variabel yang terkandung pada model teoritik menurut Teori Planned 

Behavior dijelaskan oleh Jogiyanto (2014:25) yakni:  

1. Latar belakang (background factors) sebagai sifat yang terdapat pada diri 

seseorang, yakni terdiri atas tiga aspek meliputi personal, sosial, dan 

informasi.  
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2. Keyakinan perilaku (behavioral belief) sebagai suatu hal yang menjadi 

keyakinan seseorang tentang perilaku terdiri atas positif dan negatif, sikap 

terhadap perilaku atau cenderung adanya reaksi dengan afektif terhadap 

perilaku, kemudian berbentuk suka atau tidaknya dengan perilaku terkait.  

3. Keyakinan normatif (normative beliefs) terkait adanya pengaruh dari faktor 

lingkungan sosial sekitar terutama individu yang mampu mempengaruhi 

kehidupan individu (significant others) dalam mengambil suatu keputusan.  

4. Norma subjektif (subjective norm) berupa seberapa jauh individu mempunyai 

motivasi dalam mengikuti pendapat individu lain pada perilaku yang akan 

dilaksanakannya (Normative Belief). Jika orang ini merasa sebagai hak pribadi 

dirinya dalam penentuan apa yang akan dilakukannya, bukan didasari orang 

lain yang ada disekitarnya, sehingga individu ini akan melakukan pengabaian 

pendapat orang mengenai perilaku yang akan dilaksanakannya.  

5. Keyakinan pada dalam diri individu yang mampu ditetapkan berdasarkan 

tersedianya waktu dalam melakukan perilaku ini, terdapat sarana prasarana 

dalam melakukannya, terdapat kemampuan dalam mengatasi tiap kendala  

yang dapat menghambat dilakukannya perilaku, pengetahuan, keterampilan, 

dan pengalaman.  

6. Pandangan kemampuan mengontrol tingkah laku (perceived behavioral 

control) berupa individu cenderung menentukan untuk melaksanakan atau 

tidaknya suatu pekerjaan. Penentuan niat ini berdasarkan seberapa jauh 

seseorang tersebut terdapat sikap yang positif terhadap perilaku terkait dan 

seberapa jauh jika individu ini memilih dalam melakukan perilaku terkait akan 
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diperoleh dukungan dari individu lain yang memiliki pengaruh untuk 

hidupnya. 

Jogiyanto (2014:26) menjelaskan mengenai Theory of Planned Behavior, 

yakni individu mampu melakukan suatu tindakan berlandaskan intensi atau niat, 

ketika individu ini dapat mengkontrol pada perilakunya. Pada teori yang 

dikemukakan tidak hanya ditekankan aspek rasionalitas pada perilaku manusia, 

tapi juga terhadap keyakinan berupa target perilaku terletak dibawah kontrol 

kesadaran individu tersebut atau suatu perilaku tidak hanya tergantung niat 

individu, tapi juga terhadap faktor lainnya yang bukan dibawah kontrol pada 

individu, seperti tersedianya sumber dan kesempatan dalam penampilan perilaku 

terkait. 

Pada umumnya manusia terdapat perilaku yang realistis karena manusia 

melakukan perhitungan saat memutuskan perilaku yang dilakukan yakni melalui 

informasi yang ada, kemudian mereka memiliki kecenderungan dalam melakukan 

pemikiran efek yang dapat terjadi terhadap perilaku yang dilakukan. Jogiyanto 

(2014:26) memberikan penjelasan yakni perilaku dilaksanakan individu  

berlandaskan berbagai macam faktor dari berbagai pertimbangan yang 

diputuskannya, kemudian dijadikan sebagai alasan dalam memutuskan suatu 

perilaku, hal ini didasari pertimbangan ini akan terbentuk niat individu dalam 

melaksanakan tindakan. Niat atau disebut juga intensi terdapat pengertian berupa 

maksud atau tujuan. Individu secara umum saat terdapat niat dalam melaksanakan 

perilaku, membuat individu ini melaksanakan tindakan yang nyata terhadap 
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niatnya ini. Sebaliknya, saat individu tidak memiliki niat dalam melaksanakan 

perilaku membuat mereka tidak merealisasikannya.  

Ajzen dalam Jogiyanto (2014:31) menjelaskan ada empat elemen penting 

pada niat yakni tindakan (action), suasana saat penampilan perilaku (contex), 

target pada perilaku yang menjadi tujuan (target) dan waktu saat ditampilkannya 

perilaku (time). Penggunaan elemen ini dalam rangka diukurnya niat inidividu. 

Theory of reasoned action (TRA) dijelaskan mengenai individu terdapat niat 

dalam melaksanakan suatu etika, perlu memiliki dua prediktor utama yakni 

subjective norm dan attitude toward the behavior. Kemudian TRA dilakukan 

pengembangan berupa Theory of Planned Behavior.  

Adanya pengembangan sebagai Theory of Planned Behavior membuat 

adanya pertambahan prediktor berupa sikap terhadap suatu perilaku (attitude 

toward the behavior) dan norma subyektif mengenai suatu perilaku (subjective 

norm). Attitude toward the behavior, subjective norm dan perceived behavioral 

control terdapat pengaruh yang berlainan dan dapat berubah tiap individu maupun 

masyarakat, dijelaskan yakni: 

1. Attitude toward the Behavior  

Spesifiknya pada Theory of Planned Behavior, sikap pada suatu perilaku 

(attitude toward the behavior) merupakan tingkat penilaian negatif atau positif 

pada perilaku. Penentuan attitude toward the behavior didasari penggabungan 

antara behavioral beliefs terhadap outcome evaluation. Saat individu 

melakukan penilaian pada perilaku ini akan terdapat dampak positif sehingga 

individu ini akan memiliki sikap favorable pada perilaku itu dan saat individu 
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melakukan penilaian pada perilaku ini akan terdapat dampak negative 

sehingga individu akan memiliki sikap unfavorable pada perilaku ini. 

2. Subjective Norm 

Hasil pada penampilan perilaku dapat dilihat pada aspek bagaimana individu 

lain memberi persetujuan atau tidaknya terhadap perilaku ini. Terdapatnya 

sanksi atau penghargaan terhadap setuju atau tidak setuju pada perilaku 

individu. Hal ini dapat ditarik kesimpulan terdapat faktor pemikiran 

berlandaskan orang lain yang mempengaruhi individu untuk penampilan 

perilaku kemudian disajikan pada norma subyektif. Theory of Planned 

Behavior dijelaskan norma subyektif mampu menjadi dasar dalam melihat 

faktor sosial pada perilaku individu. Subjective norm sebagai fungsi mendasari 

oleh belief dikatakan normative beliefs, yakni belief tentang persetujuan atau 

tidak setujunya individu atau kelompok pada suatu perilaku (salient referent 

beliefs). Untuk berbagai perilaku rujukan sosial yang memiliki peran penting 

dapat dimasukaan rujukan sosial melalui orang tua, pasangan suami/istri, 

sahabat/teman, rekan kerja dan rujukan lainnya terkait perilaku. Umumnya 

saat individu melihat adanya rujukan sosial dapat memberi masukan pada 

individu ini dalam perilaku atau norma yang akan dilakukan, maka secara 

tidak langsung individu ini akan mengikuti tekanan rujukan sosial yang diberi 

pada lingkungan tersebut dan mengikuti perilakunya. Sebaliknya, saat 

individu menganggap yakni lingkungan sosial tidak memberikan rekomendasi 

dalam melaksanakan perilaku, membuat individu ini tidak mengikuti 

melaksanakan perilaku itu. 
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3. Perceived Behavioral Control 

Perceived behavioral control secara konsep memiliki peran berupa 

pemoderasi pada niat dengan perilaku, sehingga niat yang kuat dalam 

melaksanakan perilaku akan terealisasi jika terdapat perceived behavioral 

control yang kuat. Niat dan perceived behavioral control memiliki pengaruh 

terhadap perilaku yang dilaksanakan individu. Namun secara umum niat dan 

perceived behavioral control tidak terdapat hubungan signifikan, karena tiap 

individu terdapat kontrol yang penuh pada perilaku yang akan ditampilkan. 

Oleh karena itu, individu akan memiliki dorongan dalam melaksanakan 

perilaku saat ada berbagai faktor dengan kecendrungan memberikan dukungan 

dibanding faktor penghambat perilaku. Sebaliknya saat individu memiliki 

kecenderungan tidak melaksanakan perilaku, sehingga faktor penghambat 

akan lebih dominan persentasenya disbanding faktor pendukung perilaku 

tersebut.  

2.1.2. Pajak 

Menurut Halim (2016:34) mengemukakan pajak daerah yaitu penerimaan 

bersumber dari iuran wajib masyarakat. Adapun Simanjuntak (2012:34) 

mengemukakan bahwa pajak daerah dipungut untuk pembangunan di suatu 

daerah meliputi kabupaten, kota atau provinsi, yang pemungutannya meninjau 

peraturan daerah yang bersangkutan ditunjang Undang-Undang Nomor 28/2009.  

Pajak juga dikatakan sebagai iuran yang wajib dilakukan oleh individu 

atau organisasi tanpa menerima imbalan langsung. Pajak sifatnya dapat 

dipaksakan mengadopsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
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Daerah dan Retribusi Daerah, hasilnya dipakai membiayai suatu penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah (Bastian, 2016:74).  

Menurut Halim (2016:34) mengemukakan pajak daerah yaitu penerimaan 

bersumber dari iuran wajib masyarakat. Adapun Waluyo (2017:34) 

mengemukakan bahwa pajak daerah dipungut untuk pembangunan di suatu 

daerah meliputi kabupaten, kota atau provinsi, yang pemungutannya meninjau 

peraturan daerah yang bersangkutan ditunjang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Pajak juga dikatakan sebagai iuran yang wajib dilakukan oleh individu 

atau organisasi tanpa menerima imbalan langsung. Pajak sifatnya dapat 

dipaksakan mengadopsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, hasilnya dipakai membiayai suatu penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah (Bastian, 2016:74).  

Bawono (2016:17) menjelaskan pajak yaitu iuran dibayar oleh individu 

atau organisasi kepada negara secara wajib yang pelaksanaannya diatur dalam 

peraturan. Pemungutan ini dikembalikan bagi masyarakat suatu daerah dalam 

bentuk pelayanan umum dan pembangunan kepentingan umum, sehingga 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada pihak yang mendapatkan 

keuntungan secara langsung melalui pemungutan pajak.  

Mardiasmo (2016:1) menjelaskan definisi pajak sebagai iuran masyarakat 

yang sifatnya dipaksakan untuk memenuhi kas pada negara yang pengaturannya 

melalui suatu peraturan yang tidak terjadi kontraprestasi dikarenakan iuran pajak 

berguna bagi pembangunan kepentingan umum.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan pajak sebagai iuran yang 

dibayar masyarakat secara rutin yang digunakan untuk pelayanan umum dan 

pembangunan kepentingan umum. 

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.3.1. Teori Kepatuhan (Complience Theory)  

Talcot Parsons dikutip Ardani (2017:8) menjelaskan kepatuhan pada suatu 

sistem peraturan yang memiliki konsekuensi terhadap interaksi sosial yang 

berlangsung baik, tanpa adanya kecenderungan berubah jadi konflik terbuka atau 

tersembunyi disaat keadaan kronis. Bierstedt dalam Ardani (2017:9), faktor yang 

menjadi dasar-dasar kepatuhan meliputi :  

1. Indoctrination  

Alasan individu patuh terhadap kaedah karena individu di indoktrinir dalam 

bertindak seperti itu. Mulai kecil individu dididik untuk patuh pada kaedah 

yang terdapat dimasyarakat terkait unsur kebudayaan dan secara tidak sadar 

terjadinya penerimaan. Dari tahap sosialisasi individu dididik dalam kenal, 

tahu dan patuh pada kaedah tersebut.  

2. Habituation  

Mulai kecil individu terjadi tahap sosialisasi, sehingga kelamaan terjadi 

kebiasan dalam patuh pada kaedah yang berlaku. Pada awalnya hal ini akan 

sulit untuk patuh pada kaedah yang seolah terjadi pengekangan kebebasan, 

namun jika tiap waktu didapati, sehingga lama-kelamaan terjadi suatu 

kebiasaan agar patuh khususnya jika manusia sudah mengulangi perbuatannya 

melalui bentuk dan cara serupa.  
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3. Utility  

Umumnya manusia cenderung hidup secara pantas dan teratur, namun sesuatu 

hal dianggap pantas dan teratur bagi seseorang belum pasti dianggap pantas 

dan teratur bagi yang lainnya. Dengan demikian, perlu adanya patokan 

mengenai pantas dan teratur tersebut. Patokan ini dapat menjadi pedoman atau 

takaran mengenai perilaku yang disebut kaedah, sehingga satu diantara faktor 

penyebab seseorang patuh terhadap kaedah karena manfaat kaedah tersebut. 

Manusia sadar bahwa jika ingin hidup pantas dan teratur maka perlu adanya 

kaedah.  

4. Group Identification  

Satu diantara alasan individu patuh terhadap kaedah, sebab kepatuhan sebagai 

sarana dalam diadakannya identifikasi pada suatu kelompok. Seorang yang 

patuh terhadap kaedah berlaku pada suatu kelompok bukan disebabkan 

individu ini berpendapat kelompok lebih dominan dibanding kelompok 

lainnya, namun lebih karena hendak diadakannya identifikasi pada kelompok 

tersebut.   

Terdapat teori “mengapa seseorang mematuhi hukum” menurut Schuyt 

dalam Ardani (2017:10) yakni: 

1. Kepatuhan yang sifatnya dipaksakan dengan adanya sanksi (Teori Paksaan).  

2. Kepatuhan yang sifatnya berdasarkan adanya persetujuan masyarakat pada 

hukum yang diberlakukan bagi mereka (Teori Persetujuan).  
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2.1.3.2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yang dikemukakan Safri 

Nurmantu dalam Rahayu (2013:20), dijelaskan bahwa sebagai suatu kondisi para 

wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan 

haknya dalam bidang perpajakan. Definisi kepatuhan wajib pajak dijelaskan 

Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2013:20), berupa: 

1. Kewajiban wajib pajak melakukan pendaftaran diri. 

2. Kepatuhan dalam penyetoran kembali surat pemberitahuan. 

3. Kepatuhan melakukan perhitungan dan melakukan pembayaran pajak yang 

terutang. 

4. Kepatuhan membayar tunggakan. 

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria 

Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak, dijelaskan kepatuhan perpajakan sebagai perilaku wajib pajak 

untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan pajak yang diberlakukan pada 

di Negara tertentu. Definisi kepatuhan perpajakan berlandaskan Keputusan 

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang 

Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yakni 

kepatuhan perpajakan sebagai tindakan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya dalam bidang perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan dan peraturan pelaksanaan dalam bidang pajak yang diberlakukan 

pada suatu Negara. 
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2.1.3.3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dijelaskan Rahayu (2013:20) berupa: 

1. Kepatuhan formal merupakan sesuatu keadaan ketika wajib pajak melakukan 

pemenuhan wajib pajak dengan formal berdasarkan ketentuan yang tertera di 

undang-undang pajak. 

2. Kepatuhan material merupakan suatu kondisi wajib pajak dengan substantif 

dapat melakukan pemenuhan seluruh ketentuan material dalam bidang pajak 

yakni berdasarkan isi kandungan dan jiwa perundangan perpajakan kepatuhan 

material meliputi juga kepatuhan formal. 

Seperti ketentuan batas waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sampai tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak 

telah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan 

sebelum 31 Maret, sehingga dapat dikatakan wajib pajak patuh pada ketentuan 

formal, namun dilihat dari isi belum tentu patuh pada ketentuan material, yakni 

suatu kondisi wajib pajak secara subtantive melakukan pemenuhan seluruh 

ketentuan material dalam bidang pajak berupa berdasarkan isi dan jiwa undang-

undang tentang perpajakan. Kepatuhan material terdiri juga atas kepatuhan 

formal. Untuk wajib pajak dengan pemenuhan pada kepatuhan material 

merupakan wajib pajak dalam mengisi jujur, lengkap dan benar pada Surat 

Pemberitahuan (SPT) berlandaskan ketentuan dan penyampaian kepada KPP 

sebelum habis jatuh temponya. 

2.1.3.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 
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Indikator-indikator pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk 

penggunaan self assessment system yang dikemukakan Rahayu (2013:21) 

meliputi: 

1. Melakukan pendaftaran diri di Kantor Pelayanan Pajak.  

Wajib pajak memiliki kewajiban dalam melakukan pendaftaran diri kepada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai wilayah tempat tinggal atau kedudukan 

wajib dan dapat dilakukan secara e-register (media elektronik online) agar 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Melakukan perhitungan pajak oleh wajib pajak.  

Perhitungan pajak penghasilan merupakan wajib pajak melakukan perhitungan 

berapa besaran pajak terutang yang dilaksanakan tiap akhir tahun pajak, 

melalui pengalian tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, sedangkan 

memperhitungkan merupakan dilakukan pengurangan pada pajak terutang 

terhadap jumlah pajak dilunasi pada tahun berjalan disebut sebagai kredit 

pajak (prepayment). Selisih pajak terutang dengan kredit pajak  meliputi 

kurang pembayaran, lebih pembayaran atau nihil. 

3. Melakukan pembayaran pajak yang dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak.  

Melakukan pembayaran pajak yakni melaksanakan dibayarnya pajak tepat 

waktu berdasarkan jenis pajak. Pembayaran pajak dapat dilaksanakan pada 

bank pemerintah, bank swasta dan kantor pos dengan digunakan Surat Setoran 

Pajak (SSP) yang diperoleh pada KPP terdekat dengan epayment. 

4. Melakukan pelaporan dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak.  
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Pelaporan merupakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), yakni SPT ini 

memiliki fungsi sebagai sarana wajib pajak untuk pelaporan dan 

pertanggungjawaban dalam menghitung jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang. 

2.1.3.5. Pengertian Wajib Pajak (WP)  

Pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan pengertian dari wajib 

pajak adalah orang pribadi atau berbentuk badan sebagai pembayar pajak yang 

terdapat hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan berlandaskan ketentuan 

dalam peraturan undang-undang perpajakan.  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan dijelaskan wajib pajak pada orang pribadi sebagai subjek 

pajak yang berkedudukan atau tempat tinggalnya ada di negara Indonesia maupun 

luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak berbentuk badan merupakan sekelompok 

individu yang memiliki modal bersama untuk melakukan suatu usaha atau tidak 

dilaksanakannya usaha terdiri atas PT (Perseroan Terbatas), Perseroan 

Komanditer (CV) termasuk perseroan lain, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menggunakan nama yang 

bentuknya apapun, kongsi koperasi, firma, persekutuan, dana pensiun, yayasan, 

perkumpulan, organisasi sosial politik, organisasi massa dan organisasi lain-

lainnya, lembaga dan bentuk badan lain-lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif serta bentuk usaha tetap. 
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Peraturan Pemerintah No. 74/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 yakni wajib 

pajak merupakan individu maupun badan terdiri atas pembayar pajak, pemotong 

pajak maupun pemungut pajak, memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pajak 

berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang-undang pajak. 

2.1.3.6. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib pajak orang pribadi dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun 

luar Indonesia. Wajib pajak orang pribadi yang berada di dalam negeri merupakan 

individu tinggal di Indonesia maupun individu yang tinggal di Indonesia dengan 

waktu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dikatakan wajib pajak 

orang pribadi yakni selama satu tahun pajaknya ada di negara Indonesia dan 

memiliki niat tinggal di Indonesia; termasuk warisan belum dibagi sebagai satu 

diantara kesatuan untuk pengganti yang berhak. Adapun wajib pajak orang pribadi 

meliputi : 

1. Wajib pajak orang pribadi berbentuk karyawan merupakan individu yang 

memperoleh pendapatan pada satu atau lebih dari perusahaan/organisasi yang 

memberikan kerja termasuk pendapatan lainnya dari usaha/pekerjaan bebas. 

Contohnya; PNS dan non PNS. 

2. Wajib pajak orang pribadi berbentu non karyawan merupakan individu yang 

memperoleh pendapatan dari hasil usaha/pekerjaan bebas atau pendapatan 

lainnya. Contohnya: pekerja bebas, yaitu dokter, pengacara, kosultan, arsitek, 

dan lain-lain. 
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Menurut Mardiasmo (2016:42) mengemukakan subjek pajak penghasilan 

orang pribadi adalah suatu hal yang terdapat potensi dalam memperoleh 

pendapatan sehingga menjadi target/sasaran diwajibkan membayar Pajak 

Penghasilan. Subjek pajak penghasilan pada Wajib Pajak orang pribadi dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Subjek pajak dalam negeri 

a. Individu dengan tempat tinggal di negara Indonesia/berada di Indonesia  > 

183 hari (tidak harus berturut-turut yang penting jumlahnya atau > 183 

hari dengan waktu 12 bulan (yang dihitung mulai dari waktu datangnya). 

b. Individu dengan setahun pajak ada di negara Indonesia dan terdapat niat 

menetap di Indonesia. 

2. Subjek pajak luar negeri 

a. Individu yang tidak tinggal di Indonesia atau ada di Indonesia namun tidak 

> 183 hari untuk waktu 12 bulan dalam rangka pelaksanaan usaha atau 

pelaksanan aktivitas berbentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. 

b. Individu yang tidak tinggal di Indonesia atau ada di Indonesia namun tidak 

> 183 hari untuk waktu 12 bulan dalam rangka memperoleh penghasilan di 

Indonesia akan tetapi tidak terdapat bentuk usaha tetap. 

2.1.4. Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran Wajib Pajak menurut Harahap (2014:43) adalah sikap mengerti 

wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan 

pembayaran pajak, kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam 

sistem perpajakan modern. Pengertian kesadaran wajib pajak sebagai tindakan 
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yang dilakukan wajib pajak sebagai persepsi atau pandangan dalam pembayaran 

pajak berbentuk pengetahuan, keyakinan, maupun penalaran sehingga timbul 

cenderung dalam bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang 

diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Sri Rahayu dan Ita Salsalina dalam Rahayu (2013:22) menjabarkan 

beberapa bentuk kesadaran untuk pembayaran pajak. Ada tiga bentuk kesadaran 

wajib pajak yang utama dalam aspek dibayarnya pajak, meliputi: 

1. Kesadaran wajib pajak mengenai pajak sebagai partisipasi masyarakat untuk 

mendukung pembangunan nasional. Adanya kesadaran ini membuat individu 

sebagai wajib pajak berkeinginan untuk melakukan pembayaran pajak sebab 

berpersepsi tidak adanya kerugian dengan adanya pelaksanaan pungutan 

pajak.  

2. Kesadaran wajib pajak mengenai tidak dibayar atau terlambat dibayarnya 

pajak dan dikuranginya beban pajak berdampak ruginya negara. Hal ini 

menunujukkan kesadaran individu selaku wajib pajak bersedia melakukan 

pembayaran pajak sebab paham ditundanya melakukan bayar pajak maupun 

dikuranginya beban pajak berakibat menjadi kurang sumber daya keuangan 

sehingga pembangunan nasional terhambat.  

3. Kesadaran wajib pajak mengenai pungutan pajak telah ditetapkan oleh 

pemerintah berlandaskan undang-undang dan pembayarannya bersifat 

dipaksakan. Untuk itu, wajib pajak taat melaksanakan pembayaran pajak 

sebab iuran pajak terdapat dasar hukum bersifat kuat dan wajib yang mutlak 

pada tiap warga. 
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Berdasarkan pengertian di atas, kesadaran dalam pembayaran pajak 

merupakan sikap moral wajib pajak untuk berkontribusi dalam mendukung 

pembangunan nasional. Selain itu, pemenuhan kewajiban dalam pembayaran 

pajak tidak sekedar sesuatu yang teknis saja meliputi tarif pajak, pemeriksaan 

pajak, namun terdapat juga keinginan wajib pajak dalam melakukan pembayaran 

pajak berdasarkan ketetapan yang berlaku. 

Indikator-indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak dikemukakan Rahayu 

(2013:22) meliputi : 

1. Keinginan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan melaporkan SPT. 

Keinginan wajib pajak dalam melaksanakan membayar pajak sebagai kegiatan 

yang bersifat wajib dan penting dilakukan. Keinginan ini terjadi, jika wajib 

pajak bersedia melaksanakan membayar pajak atau melakukan kewajibannya 

dalam bidang pajak berlandaskan peraturan berlaku yang pelaksanaanya tidak 

perlu adanya pemeriksaan, peringatan, investigasi seksama maupun 

berlakunya sanksi terkait pidana atau administrasi. 

2. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak membayar pajak. Wajib pajak 

memiliki sikap tertib dan disiplin yang tinggi diharapkan dapat terjadinya 

peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Termasuk disiplin dan tertib 

jika wajib pajak melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam bidang pajak 

berdasarkan peraturan bidang pajak, yang tidak pernah melakukan 

keterlambatan saat pembayaran pajak dan melakukan penyetoran surat 

pemberitahuan pajak serta tidak pernah mendapatkan sanksi bidang 

administrasi. 
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2.1.5. Sanksi Perpajakan 

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:54) sebagai 

jaminan ketentuan perpajakan yang diatur berlandaskan peraturan undang-undang 

bidang pajak yang disebut juga norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau 

dipatuhi. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan menjadi alat pencegah supaya para 

wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma pajak. Sanksi yang 

terdapat pada bidang pajak sesuai undang-undang meliputi sanksi pidana dan 

administrasi. Ancaman terhadap pelanggar pada norma bidang pajak terdapat 

ancaman berupa sanksi administrasi, terdapat ancaman sanksi pidana dan terdapat 

juga yang mendapatkan ancaman keduanya. 

Mardismo (2016:54) mengemukakan indikator yang terdapat pada 

dikenakannya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak berupa: 

1. Pemahaman wajib pajak pada sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan 

diberlakukan pada pelanggaran pajak yang terkait dengan wajibnya 

melaporkan pajaknya, sanksi diberlakukan pada pelanggaran terkait wajibnya 

dalam membayar pajak, sanksi diberlakukan pada pelanggaran terkait 

kewajiban pajak berdasarkan peraturan pada ketentuan material. Pelaksanaan 

sanksi ini ditujukan untuk wajib pajak tidak lalai pada kewajiban dalam 

mentaati pada peraturan undang-undang bidang perpajakan. 

2. Kepatuhan wajib pajak pada sanksi perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam 

membayar pajak jika terdapat pandangan sanksi perpajakan dapat memiliki 

banyak kerugian. Semakin tinggi penunggakan pembayaran pajak perlu 

dibayarkan oleh wajib pajak membuat semakin berat untuk wajib pajak dalam 
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pelunasan. Sehingga sikap maupun pandangan wajib pajak pada bidang pajak 

dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran pajak. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam rangka mendukung penelitian ini, meliputi: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 
No Judul / Peneliti  Variabel yang 

diamati 

Metode / 

Alat 

Analisis 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Putut Priambodo 

(2017) / 

Pengaruh 

Pemahaman 

Peraturan Pajak, 

Sanksi 

Perpajakan, 

dan Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Di 

Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Kabupaten 

Purworejo Pada 

Tahun 2017 

Pemahaman 

Peraturan 

Pajak (X1), 

Sanksi 

Perpajakan 

(X2), 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X3), 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

(Y)  

Regresi 

Linear 

Berganda 

Pemahaman 

peraturan pajak, 

sanksi perpajakan, 

kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi. 

 

a. Variabel 

independen : 

Sanksi 

Perpajakan, 

Kesadaran 

Wajib Pajak. 

b. Variabel 

dependen : 

kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

c. Alat analisis 

: regresi 

linear 

berganda 

Lokasi dan objek 

penelitian berbeda, 

penelitian terdahulu 

di wajib pajak 

pribadi di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Kabupaten 

Purworejo 

sedangkan 

penelitian sekarang 

wajib pajak 

kendaraan 

bermotor di Kota 

Samarinda 

 

2 Putri Aprilliyana 

(2017) / 

Pengaruh Tarif 

Pajak, 

Kesadaran dan 

Sanksi 

Perpajakan 

terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kendaraan 

Bermotor (Studi 

pada WPOP di 

SAMSAT Kota 

Surakarta) 

Tarif Pajak 

(X1), 

Kesadaran 

(X2) dan 

Sanksi 

Perpajakan 

(X3), 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kendaraan 

Bermotor (Y) 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Terdapat pengaruh 

positif antara 

kesadaran terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak.  

Terdapat pengaruh 

negatif antara tarif 

pajak dan sanksi 

perpajakan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak  

a. Variabel 

independen 

: kesadaran 

dan Sanksi 

Perpajakan. 

b. Variabel 

dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak  

c. Alat analisis 

: regresi 

linear 

berganda 

 

 

a. Variabel 

independen : 

penelitian 

terdahulu 

variabel Tarif 

Pajak 

b. Lokasi dan 

objek 

penelitian 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu 

Wajib Pajak 

Kendaraan 

Bermotor di 

SAMSAT 

Kota 

Surakarta, 

sedangkan 
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No Judul / Peneliti  Variabel yang 

diamati 

Metode / 

Alat 

Analisis 

Hasil Persamaan Perbedaan 

penelitian ini 

wajib pajak 

kendaraan 

bermotor  

3 Mistyani (2020) 

/ Pengaruh Tarif 

Pajak, Sanksi 

Pajak, dan 

Kesadaran 
Wajib Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

UMKM 

Tarif Pajak 

(X1), Sanksi 

Pajak (X2), 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X3), 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa tarif pajak 

tidak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Samarinda 

Ilir dan sanksi 

pajak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Samarinda 

Ilir serta kesadaran 

wajib pajak tidak 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Samarinda 

Ilir 

Meneliti 

pengaruh 

kesadaran wajik 

pajak dan sanksi 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

 

a. Variabel 

independen : 

terdapat tariff 

pajak, 

sedangkan 

penelitian ini 

tidak ada 

b. Objek 

penelitian 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu 

UMKM 

sedangkan 

penelitian ini 

wajib pajak 

kendaraan 

bermotor di 

Kota 

Samarinda 

 

Sumber : Hasil olah data 

2.3. Kerangka Konseptual 

Theory of planned behavior sangat relevan untuk menjelaskan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yang digunakan dalam model 

penelitian ini. Jogiyanto (2014:26) menjelaskan mengenai Theory of Planned 

Behavior, yakni individu mampu melakukan suatu tindakan berlandaskan intensi 

atau niat, ketika individu ini dapat mengkontrol pada perilakunya. Pada teori yang 

dikemukakan tidak hanya ditekankan aspek rasionalitas pada perilaku manusia, 

tapi juga terhadap keyakinan berupa target perilaku terletak dibawah kontrol 
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kesadaran individu tersebut atau suatu perilaku tidak hanya tergantung niat 

individu, tapi juga terhadap faktor lainnya yang bukan dibawah kontrol pada 

individu. Niat dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kesadaran wajib 

pajak dan faktor lainnya adalah sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

Kepatuhan Wajib Pajak  

(Y) 

Kesadaran Wajib Pajak 

(X1) 

 

Sanksi Perpajakan  

(X2) 

 

Perpajakan 

Pajak Kendaraan Bermotor 

Theory of planned behavior 
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2.4. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka 

perumusan hipotesis alternatif yang dapat dirumuskan dalam penelitian berikut.  

2.4.1. Hipotesis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak baik individu maupun 

badan yang memiliki sikap paham maupun mengerti mengenai pengertian, tujuan 

maupun fungsi dilakukan pembayaran pajak. Untuk itu, adanya wajib pajak yang 

sadar melakukan pembayaran pajak menjadi faktor penting untuk sistem pajak 

modern saat ini. Pengertian kesadaran wajib pajak bermaksud tindakan yang 

dilakukan oleh wajib pajak tentang persepsi dan pandangannya yang terlibatnya 

pengetahuan, keyakinan, penalaran dan cenderung dalam berperilaku berdasarkan 

rangsangan/stimulus sesuai ketentuan bidang pajak yang berlaku (Nurmantu, 

2013:72). 

Ada tiga bentuk wajib pajak yang sadar melakukan pembayaran pajak 

berupa kesadaran pajak sebagai bentuk partisipasi untuk mendukung 

pembangunan nasional. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak bersedia 

melaksanakan membayar pajak sebab merasa membayar pajak tidak merugikan. 

Kemudian adanya kesadaran ditundanya dalam dilakukan pembayaran pajak dan 

dikuranginya beban pajak dapat merugikan Negara. Terdapatnya kesadaran ini 

membuat wajib pajak paham ditundanya dalam pembayaran pajak dan 

dikuranginya beban pajak dapat memiliki dampak penurunan sumber daya 

keuangan mengakibatkan terhambat pembangunan nasional. Terakhir, kesadaran 
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wajib pajak berkaitan pula dengan penetapan pajak berlandaskan undang-undang 

dan sifatnya dipaksakan. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak 

melakukan pembayaran pajak sebab pajak pembayarannya berlandaskan hukum 

sifatnya kuat dan sebagai kewajiban yang mutlak bagi tiap warga Negara 

(Rahman, 2015:53). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Priambodo (2017) diperoleh hasil 

penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kabupaten Purworejo. Penelitian Aprilliyana (2017) diperoleh hasil penelitian 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT 

Kota Surakarta. 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat 

dirumuskan hipotesis alternative yakni : 

H1 : kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda 

2.4.2. Hipotesis Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Sanksi perpajakan dibuat sebagai adanya jaminan atau perjanjian yang 

mengikat berlandaskan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-

undangan perpajakan, hal ini membuat pajak menjadi wajib untuk dilakukan 

setiap wajib pajak. Untuk itu, sanksi perpajakan menjadi sarana dalam 

pencegahan dilakukannya pelanggaran kewajiban bidang perpajakan oleh wajib 
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pajak. Sanksi perpajakan itu sendiri tercantum dalam undang-undang perpajakan 

meliputi dua jenis berupa sanksi pidana dan administrasi, sehingga bagi 

pelanggarnya bisa diancam sanksi pidana saja atau sanksi administrasi saja. 

Namun terdapat juga yang diancam sanksi pidana dan administrasi (Rahman, 

2015:63). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Priambodo (2017) diperoleh hasil 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kabupaten Purworejo. Namun penelitian Aprilliyana (2017) diperoleh hasil 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor 

SAMSAT Kota Surakarta. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, 

maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut : 

H2 : sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

2.5. Model Penelitian 

Model penelitian ini disajikan pada gambar dibawah:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi berdasarkan operasional yang akan dikemukakan pada variabel 

yang digunakan pada penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota 

Samarinda meliputi: 

1. Variabel bebas atau independent Variable (X) 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, 

baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel 

bebas pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. 

a. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki sikap bersedia 

membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda berdasarkan 

dalam dirinya sendiri, indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu 

(2013:22) meliputi : 

1) Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan. 

2) Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.  

b. Sanksi perpajakan adalah adanya hukuman berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan jika wajib pajak kendaraan 

bermotor di Kota Samarinda tidak memenuhi kewajiban pajaknya, 

indikator sanksi perpajakan menurut Mardismo (2016:54) meliputi : 
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1) Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. 

2) Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. 

2. Variabel terikat atau dependent variable (Y) 

Variabel terikat yaitu variabel yang menjadi pusat perhatian, yang 

mana sebuah masalah tercermin dalam variabel dependen. Variabel terikat 

yakni kepatuhan wajib pajak berarti kondisi wajib pajak kendaraan bermotor 

di Kota Samarinda melakukan pemenuhan seluruh hak dan kewajibannya 

dalam bidang perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu 

(2013:21) meliputi: 

a. Tidak mempunyai tunggakan pajak 

b. Membayar pajak tepat waktu. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi merupakan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:117) 

populasi merupakan wilayah secara umum meliputi obyek atau subyek dengan 

karakteristik yang telah ditentukan peneliti dalam mempelajari dan diambil 

kesimpulan. Populasi tidak hanya individu, namun bisa juga bersifat benda-benda. 

Populasi penelitian ini adalah unit potensi wajib pajak kendaraan bermotor di 

Kota Samarinda tahun 2020 yaitu berjumlah 766.291 wajib pajak. 

3.1.1.  Sampel 

Sampel adalah populasi yang diambil sebagian untuk menjadi sumber data 

penelitian dan dapat dikatakan sudah mewakili populasi tersebut (Sugiyono, 
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2015:118).  Adapun sampel dipenelitian ini adalah unit potensi wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yaitu berjumlah 100 

responden, dengan rumus perhitungan besar sampel slovin sebagai berikut : 

n  = 
)(1 2dN

N

+
 

n  = 
)1,0(291.7661

291.766
2+

 

n  = 99,98 dibulatkan menjadi 100 

n = 100 

Keterangan :  

N = Besar populasi 

n = Besar sampel 

d = Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan (0,1 atau 10%) 

Adapun cara dalam penentuan sampel penulis menggunakan cara purposive 

sampling yakni berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai tujuan penelitian. 

Sugiyono (2015:126) mengemukakan purposive sampling merupakan cara 

ditentukan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang 

telah ditetapkan peneliti. Untuk kriteria sampel berupa : 

1. Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yang terdaftar 

di KPP Pratama Kota Samarinda tahun 2020 

2. Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yang terdaftar 

> 1 tahun. 

3. Bersedia menjadi responden. 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif. Pengertian data 

kuantitatif menurut Sugiyono (2015:13) adalah data yang berbentuk angka atau 

data yang diangkakan. 

3.3.2. Sumber Data 

Sumber data meliputi data primer. Data primer adalah data yang langsung 

diambil dari sumber aslinya, dengan narasumber yang tepat dan akan dijadikan 

responden dalam penelitian. Data primer yang akan digunakan didapatkan dari 

kuesioner yang akan dijawab oleh responden. Responden tersebut adalah wajib 

pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020.  

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan 

metode survei menggunakan kuesioner (angket). Sugiyono (2015:199) 

mengemukakan pengertian kuesioner merupakan cara mengumpulkan data 

melalui pengisian beberapa pertanyaan yang dilakukan responden. Pilihan 

jawaban pada kuesioner penelitian ini menggunakan bentuk skala Likert yakni 

diberi nilai tertinggi 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan nilai terendah 1 

untuk sangat tidak setuju (STS), yakni : 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)  
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Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

3.5. Alat Analisis 

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum kuesioner digunakan dilakukan uji coba terlebih dahulu yaitu 

dengan pengujian validitas dan reliabilitas.  

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan pengukuran instrumen tiap item pertanyaan pada 

kuesioner dikatakan valid atau tidak valid. Item pertanyaan termasuk valid jika 

pertanyaannya mampu atau mudah dipahami Arikunto (2016:62). Uji validitas 

pada variabel penelitian menggunakan alat bantu program komputer SPSS. 

Adapun hasil uji validitas, jika item pertanyaan tiap variabel mempunyai nilai r 

hasil (Corrected Item - Total Correlation) berada di atas dari nilai r tabel 

dengan df = n - 2 dan α = 5% maka item pertanyaan tersebut valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Maksudnya reliabilitas 

dikatakan konsisten jika pengukuran dilakukan dua kali atau lebih pada gejala 

dan digunakan alat ukur yang sama (Arikunto, 2016:63). Uji reliabilitas 

menggunakan Alfa Cronbach dengan alat bantu program komputer SPSS. 

Adapun hasil uji reliabilitas, jika nilai r Alpha > nilai 0,6 maka item pertanyaan 

adalah reliabel. 
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3.5.2. Distribusi Frekuensi 

Menurut Sugiyono (2015:95) untuk mengetahui jumlah jawaban dari para 

responden melalui presentase, dengan rumus sebagai berikut : 

𝑝 =  
𝑓

𝑛
 𝑥 100 

Keterangan : 

p = persentase 

f = frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = jumlah skor ideal 

100 = bilangan tetap 

Menurut Arikunto (2016:44) hasil persentase digunakan untuk 

memberikan jawaban atas kelayakan dari aspek-aspek yang diteliti, dengan 

pembagian rentang kategori kelayakan tertera pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.1. Interpretasi Persentase Skor Responden 

No Persentase (%) Keterangan 

1 <21% Sangat Rendah 

2 21%-40% Rendah 

3 41%-60% Cukup 

4 61%-80% Tinggi 

5 81%-100% Sangat Tinggi 

Sumber : Arikunto (2016:44) 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:110) tujuan dilakukannya uji normalitas untuk 

mengetahui pada model regresi yang dilakukan terdapat variabel 

residual/pengganggu dengan distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap model yang diuji. Keputusan 



39 
 

 

hasil uji normalitas dengan kriteria yakni jika nilai sig. > 0.05 artinya data 

terdistribusi normal, sedangkan jika nilai sig. < 0.05 artinya data terdistribusi 

tidak normal. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat 

nilai skewness dan kurtosis. Dimana jika nilai skewness dan kurtosis berada 

diantara -2 dan +2 maka distribusi data adalah normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diketahui berdasarkan Value Inflation Factor 

(VIF) yakni jika nilai VIF > 10 artinya ada multikolinieritas, sedangkan VIF < 

10 artinya tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2016:119). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Terjadinya heteroskedastisitas pada variabel penelitian dapat membuat 

tidak efisiennya intrepretasi koefisien regresi yakni taksiran bisa kurang atau 

lebih dari seharusnya. Untuk itu, mengatasi ketidakefisenan koefisien regresi 

perlu dihilangkannya kondisi variabel terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai abresid, 

dimana jika variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik, maka 

dapat dikatakan model tidak mengalami masalah heteroskedasitas atau uji 

heteroskedastisitas terpenuhi (Ghozali, 2016:123). 

4. Uji Autokorelasi 

Pengertian uji autokorelasi sebagai satu diantara uji asumsi klasik 

dalam regresi linier yakni mengetahui apakah variabel dependen tidak terjadi 

korelasi dengan variabel dependen itu sendiri. Hal ini berarti tidak adanya 

hubungan antara nilai yang terdapat pada variabel dependen dengan nilainya 
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itu sendiri termasuk nilai sebelum ataupun nilai sesudah (Ghozali, 2015:126). 

Penentuan kriteria uji autokorelasi yakni : jika nilai DW kurang dari -2 artinya 

terjadi autokorelasi positif; jika nilai DW antara -2 sampai +2 artinya tidak 

terjadi autokorelasi; jika nilai DW lebih dari +2 artinya terjadi autokorelasi 

negatif. 

3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui perubahan 

yang terjadi pada variabel dependen (variabel Y), nilai variabel dependen 

berdasarkan nilai independen (variabel X) yang diketahui. Dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda maka akan mengukur perubahan variabel terikat 

berdasarkan perubahan variabel bebas. Analisis regresi linier berganda dapat 

digunakan untuk mengetahui perubahan pengaruh yang akan terjadi  berdasarkan 

pengaruh yang ada pada periode waktu sebelumnya. Rumus regresi linier 

berganda menurut Sugiyono (2015:98), yaitu sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

a = Konstanta regresi atau titik potong sumbu Y 

b1  = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak 

b2  = Koefisien regresi sanksi perpajakan 

X1  = Kesadaran wajib pajak 

X2  = Sanksi perpajakan 
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e = Error 

Pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Perhitungan koefisien korelasi (R) 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuatnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai R, maka semakin 

kuat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus berikut ini: 


 +

=
2

2211

Y

YXbYXb
R  

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat pedoman ketentuan yang tertera 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2. Indikator Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang/cukup 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono (2015:112) 

2. Perhitungan koefisien determinasi (R²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi 

dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang 

diperhitungkan. Semakin besar nilai R², maka semakin tepat model regresi yang 

dipakai. R2 dapat dihitung dengan rumus berikut ini: 
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
 +

=
2

22112

Y

YXbYXb
R

 

3. Uji F  

Untuk mengetahui kelayakan model regresi dilakukan uji F, yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

( ) 1knR1

kR
Fh

2

2

−−−
=  

Dengan tingkat keyakinan 95%,  = 5%, df 1 = k, df 2 = n – k – 1 

n =  Jumlah sampel 

k =  Jumlah variabel bebas 

R =  Koefisien korelasi berganda 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis apakah setiap variabel bebas 

mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikatnya. Uji t ini pada  = 

5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 digunakan rumus: 

i

i
h

Sb

b
t =  

Dimana: 

bi = Koefisien regresi berganda 

Sbi = Standar error 

Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel yakni t hitung < t tabel 

maka hipotesis ditolak sedangkan t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. 
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Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini didukung program komputer 

yakni SPSS versi IBM 23. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Data Responden  

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota 

Samarinda, dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dengan jumlah responden yang 

menjadi sampel penelitian adalah 100 orang. Responden dalam penelitian ini 

adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda berjumlah 100 

responden. Adapun karakteritik responden yaitu sebagai berikut : 

1. Umur 

Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dapat dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kota Samarinda 

 No Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 25-35 87 87 

2 36-46 13 13 

 Jumlah 100 100 

Sumber : data diolah tahun 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh gambaran bahwa dari 100 responden 

yang terlibat dalam penelitian ini sebagian besar umur antara 25-35 tahun 

berjumlah 87 responden (87%), sedangkan umur 36-46 tahun berjumlah 13 

responden (13%).  
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2. Jenis Kelamin 

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dapat dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 4.2. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden 

wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda 

 No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki-laki 53 53 

2 Perempuan 47 47 

 Jumlah 100 100 

Sumber : data diolah tahun 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh gambaran bahwa dari 100 responden 

yang terlibat dalam penelitian ini sebagian besar jenis kelamin laki-laki 

berjumlah 53 responden (53%), sedangkan jenis kelamin perempuan 

berjumlah 47 responden (477%).  

3. Pendidikan 

Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan responden wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dapat dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 4.3. Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan responden wajib 

pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda 

 No Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 SD 4 4 

2 SMP 15 15 

3 SMA 51 51 

4 D3 14 14 

5 S1 16 16 

 Jumlah 100 100 

Sumber : data diolah tahun 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh gambaran bahwa dari 100 responden 

yang terlibat dalam penelitian ini sebagian besar pendidikan tamat SMA 
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berjumlah 51 responden (51%), sedangkan paling sedikit tamat SD berjumlah 

4 responden (4%).  

 

4.2. Analisis 

4.2.1. Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis deskripsi variabel menggunakan skala Likert dengan angka 

minimum interval 1 dan maksimal 5, kemudian dilakukan perhitungan rata-rata 

jawaban responden dan di kategorikan ke dalam tabel interpretasi persentase. 

Berdasarkan hasil kuesioner dari 100 responden mengenai variabel penelitian, 

maka akan diuraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dalam 

deskriptif statistik tentang persepsi terhadap variabel penelitian. 

1.  Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Berdasarkan hasil dari jawaban seluruh responden sehubungan dengan 

variabel kepatuhan wajib pajak (Y), maka deskripsi variabel Y sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Sumber: data diolah tahun 2022 

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak 

untuk indikator mendaftarkan diri atau memiliki STNK kendaraan bermotor (Y.1) 

memiliki nilai 75% dengan kategori tinggi dan indikator membayar pajak 

Variabel Item 
Jawaban Responden 

Total Persentase Kategori 
1 2 3 4 5 

Kepatuhan 

Wajib 

Pajak 

Y.1 16 9 0 54 21 375 75% Tinggi 

Y.2 19 6 3 48 24 352 70,4% Tinggi 

RATA-RATA VARIABEL 72,7% Tinggi 
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kendaraan bermotor tepat waktu sebelum habis masa berlakunya (Y.2) mendapat 

nilai 70,4% dengan kategori tinggi.  

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

Hasil dari jawaban seluruh responden sehubungan dengan variabel 

kesadaran wajib pajak (X1), maka hasil deskripsi dari variabel X1 sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

Variabel Item 
Jawaban Responden 

Total Persentase Kategori 
1 2 3 4 5 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

X1.1 16 9 0 54 21 375 75% Tinggi 

X1.2 19 6 3 48 24 352 70,4% Tinggi 

X1.3 7 15 5 31 42 386 77,2% Tinggi 

X1.4 21 24 7 18 30 312 62,4% Tinggi  

Rata-rata Variabel 71,3% Tinggi 

Sumber: data diolah tahun 2022 

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak 

dilihat indikator kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dengan 

subindikator bersedia dengan senang hati membayar pajak kendaraan bermotor 

tanpa ada paksaan (X1.1) memiliki nilai 75% dengan kategori tinggi dan 

subindikator harus membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak adalah 

kewajiban saya sebagai warga negara (X1.2) memiliki nilai 70,4% dengan kategori 

tinggi. Kemudian indikator ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam 

membayar pajak dengan subindikator membayar pajak kendaraan bermotor tepat 

waktu setiap jadwalnya (X1.3) memiliki nilai 77,2% dengan kategori tinggi dan 

subindikator menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak 

kendaraan bermotor (X1.4) memiliki nilai 62,4% dengan kategori tinggi.  

 



48 
 

 

3.  Variabel Sanksi Perpajakan (X2) 

Berdasarkan hasil dari jawaban seluruh responden sehubungan dengan 

variabel sanksi perpajakan (X2), maka hasil deskripsi dari variabel X2 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan (X2) 

Variabel Item 
Jawaban Responden 

Total Persentase Kategori 
1 2 3 4 5 

Sanksi 

Perpajakan 

X2.1 3 29 4 29 35 362 72,8% Tinggi 

X2.2 16 9 0 54 21 375 75% Tinggi 

X2.3 19 6 3 48 24 352 70,4% Tinggi 

X2.4 16 9 0 54 21 375 75% Tinggi 

Rata-rata Variabel 73,3% Tinggi 

Sumber: data diolah tahun 2022 

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan untuk 

indikator pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan dengan 

subindikator mengetahui jika telat membayar pajak kendaraan bermotor terdapat 

saknsi administrasi berupa denda  yang besarannya sesuai lama keterlambatannya 

(X2.1) memiliki nilai 72,8% dengan kategori tinggi dan subindikator mengetahui 

bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya 

tanpa toleransi (X2.2) memiliki nilai 75% dengan kategori cukup. Kemudian 

indikator kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan dengan subindikator 

tetap akan membayar denda, jika telat membayar pajak kendaraan bermotor (X2.3) 

memiliki nilai 70,4% dengan kategori tinggi dan subindikator akan patuh terhadap 

sanksi perpajakan karena salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak kendaraan 

bermotor (X2.4) memiliki nilai 75% dengan kategori tinggi. 
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4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

a. Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji validitas pada 2 item pertanyaan (Y.1 dan Y.2) variabel 

kepatuhan wajib pajak untuk nilai r hasil (Corrected Item - Total Correlation) 

berada di atas dari nilai r tabel : 0,3610 (df = n – k = 30 – 2 = 28 dan α = 0,05), 

sehingga seluruh item pertanyaan yaitu valid. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

No Corrected Item - Total 

Correlation 

α Hasil Uji 

Validitas 

Y.1 0,785 0,05 Valid 

Y.2 0,785 0,05 Valid 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

b. Kesadaran Wajib Pajak 

Hasil uji validitas pada 4 item pertanyaan (X1.1, X1.2, X1.3 dan X1.4) 

variabel kesadaran wajib pajak untuk nilai r hasil (Corrected Item - Total 

Correlation) berada di atas dari nilai r tabel : 0,3610 (df = n – k = 30 – 2 = 28 dan 

α = 0,05), sehingga seluruh item pertanyaan yaitu valid. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak 

No Corrected Item - Total 

Correlation 

α Hasil Uji 

Validitas 

X1.1 0,633 0,05 Valid 

X1.2 0,892 0,05 Valid 

X1.3 0,749 0,05 Valid 

X1.4 0,874 0,05 Valid 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

c. Sanksi Perpajakan 

Hasil uji validitas pada 4 item pertanyaan (X2.1, X2.2, X2.3 dan X2.4) 

variabel sanksi perpajakan untuk nilai r hasil (Corrected Item - Total Correlation) 
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berada di atas dari nilai r tabel : 0,3610 (df = n – k = 30 – 2 = 28 dan α = 0,05), 

sehingga seluruh item pertanyaan yaitu valid. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan 

No Corrected Item - Total 

Correlation 

α Hasil Uji 

Validitas 

X2.1 0,761 0,05 Valid 

X2.2 0,858 0,05 Valid 

X2.3 0,911 0,05 Valid 

X2.4 0,730 0,05 Valid 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022  

3. Uji Reliabilitas 

a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Nilai r Alpha : 0,879 > nilai Cronbach Alpha 0,6 maka variabel kepatuhan 

wajib pajak adalah reliabel.  

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak 

Nilai r Alpha : 0,893 > nilai Cronbach Alpha 0,6 maka variabel kesadaran 

wajib pajak adalah reliabel.  

c. Variabel Sanksi Perpajakan 

Nilai r Alpha : 0,913 > nilai Cronbach Alpha 0,6 maka variabel sanksi 

perpajakan adalah reliabel.  

4.2.3. Analisis Statistik 

4.2.3.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdiri dari uji 

normalitas, multikolonearitas, heteroskedasitas dan autokorelasi, dijelaskan 

sebagai berikut : 
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1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. 

Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada nilai 

sig (signifikansi), apabila nilai signifikasi > 0,05 (α = 5%) maka data 

berdistribusi normal, jika signifikasi < 0,05 (α = 5%) maka data berdistribusi 

tidak normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.10. Uji Normalitas  

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. Deviation 0,57099686 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,092 

Positive 0,053 

Negative -0,092 

Test Statistic 0,092 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,085c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil uji normalitas data kesadaran 

wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor di Kota Samarinda dengan nilai signifikansi : 0,085 > 0,05 yaitu data 

berdistribusi normal. Uji normalitas juga bisa dilakukan dengan cara normal 

P-P Plot, dimana dapat dilihat pada kurva berikut ini : 
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Gambar 4.1. Kurva Normal P-P Plot 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

Berdasarkan analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar 

disekitar diagram atau disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data 

berdistribusi normal.  

2.  Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas, dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

VIF > 10, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak terjadi 

multikolinearitas. Adapun nilai VIF yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.11. Nilai VIF Pada Uji Multikolinieritas 

No Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1 Kesadaran Wajib Pajak 0,312 3,205 

X2 Sanksi Perpajakan 0,312 3,205 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

Dari hasil output data didapatkan bahwa pada kesadaran wajib pajak 

dan sanksi perpajakan dengan nilai VIF 3,205 < 10, yang berarti tidak terjadi 
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multikolinearitas. Sehingga disimpulkan bahwa uji multikolonieritas tidak 

terpenuhi. 

3.  Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak efisien. Cara 

mendeterksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan 

metode uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut 

residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas 

setiap variabel independen. Jika probabilitas ≥ 0,05 berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sebaliknya jika probabilitas < 0,05 berarti terjadi 

heteroskedastisitas.  

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser, 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 0,622 0,118  5,281 0,000   
Kesadaran 
Wajib Pajak 

0,020 0,014 0,246 1,402 0,164 0,312 3,205 

Sanksi 

Perpajakan 
0,032 0,013 0,426 2,430 0,067 0,312 3,205 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

Sumber : Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data kesadaran wajib pajak 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,164 > 0,05 dan data sanksi perpajakan 
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memiliki nilai signifikansi sebesar 0,067 > 0,05 yang artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

4.   Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Penentuan kriteria 

uji autokorelasi yakni : jika nilai DW kurang dari -2 artinya terjadi 

autokorelasi positif; jika nilai DW antara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi 

autokorelasi; jika nilai DW lebih dari +2 artinya terjadi autokorelasi negatif.. 

Hasil uji autokorelasi sebagai berikut: 

Tabel 4.13. Nilai Durbin-Watson (DW) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 0,978a 0,957 0,956 0,577 1,731 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 

1,731 maka nilai DW antara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi. 

Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi tidak terpenuhi. 

4.2.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan agar mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS 

for Windows Versi 23, pada tabel berikut: 
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Tabel 4.14. Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,300 0,194  6,709 0,000   
Kesadaran 

Wajib Pajak 
0,149 0,023 0,245 6,508 0,000 0,312 3,205 

Sanksi 

Perpajakan 
0,440 0,022 0,765 20,299 0,000 0,312 3,205 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.14. dapat disusun persamaan untuk mengetahui 

pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Y = 1,300 + 0,149 X1 + 0,440 X2 + e 

Dimana: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

a = Konstanta regresi atau titik potong sumbu Y 

b1  = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak 

b2  = Koefisien regresi sanksi perpajakan 

X1  = Kesadaran wajib pajak 

X2  = Sanksi perpajakan 

e = Error 

Berdasarkan persamaan diatas terlihat bahwa variabel kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda dipengaruhi oleh variabel kesadaran 

wajib pajak dan sanksi perpajakan, untuk lebih jelasnya berikut pemaparannya : 
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1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 1,300 

Konstanta artinya kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,300 tanpa ada variabel 

independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. 

2. Kesadaran Wajib Pajak (X1) =  0,149 

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,149 yang 

berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran wajib pajak 

(X1) mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,149 satuan. 

3. Sanksi Perpajakan (X2) =  0,440 

Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,440 yang berarti 

jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi perpajakan (X2) 

mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,440 satuan. 

4.2.3.3. Koefisien Determinasi (R²) 

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda dapat dilihat dari koefisien 

determinasi (R2), yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15. Hasil Koefisien Korelasi (R) dan Korelasi  Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,978a 0,957 0,956 0,577 1,731 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada tabel 4.15, diketahui bahwa 

nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,957 hal ini berarti bahwa 
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kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi pembentukan 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda sebesar 95,7%, 

sedangkan sisanya 4,3% pembentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

di Kota Samarinda dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

4.2.3.4. Koefisien Korelasi (R) 

Nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,978 hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda adalah sangat kuat berdasarkan tabel 

berikut: 

Tabel 4.16. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang/cukup 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono (2016:275) 

4.2.3.5. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi, jika nilai 

Fhitung > Ftabel maka model regresi layak digunakan. Namun jika Fhitung < Ftabel 

maka model regresi tidak layak digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.17. Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 718,232 2 359,116 1079,205 0,000b 

Residual 32,278 97 0,333   
Total 750,510 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

 
Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada tabel 4.17., diketahui bahwa 

nilai F hitung sebesar 1079,205 sementara pada level of significant (α = 0,05) 

dengan df1 sebagai pembilang (N1) : k-1 (2-1=1), dan df2 untuk penyebut (N2) : 

n- k (100-2=98) sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,94.  

Jadi dengan membandingkan antara (Fhitung) dengan (Ftabel) diatas dapat 

diketahui bahwa (Fhitung) > (Ftabel) (1079,205 > 3,94) sehingga model regresi ini 

layak digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota 

Samarinda. 

4.2.3.6. Uji t (Parsial) 

Uji t merupakan pengujian secara parsial, untuk menguji apakah setiap 

variabel bebas mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikatnya. 

Dimana pada pendekatan probabilistic jika nilai signifikasi ≤ α = 0,05 maka ada 

korelasi yang signifikan. Namun jika pada pendekatan probabilistic nilai 

signifikasi > α = 0,05 maka dapat dikatakan tidak adanya korelasi atau tidak 

signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.18. Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,300 0,194  6,709 0,000   
Kesadaran 

Wajib Pajak 
0,149 0,023 0,245 6,508 0,000 0,312 3,205 

Sanksi 

Perpajakan 
0,440 0,022 0,765 20,299 0,000 0,312 3,205 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022 

Berdasarkan formula persepsi variabel penelitian di atas, dapat ditafsirkan 

nilai signifikasi kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 

6,508 > t tabel 1,983 sehingga H1 diterima dan nilai signifikasi sanksi perpajakan 

(X2) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 20,299 > t tabel 1,983 sehingga H2 

diterima. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada uji t diketahui bahwa 

Nilai signifikasi kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 

6,508 > t tabel 1,983 sehingga H1 diterima berarti kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di 

Kota Samarinda. 

4.3.2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada uji t diketahui bahwa 

nilai signifikasi sanksi perpajakan (X2) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 

20,299 > t tabel 1,983 sehingga H2 diterima berarti sanksi perpajakan berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota 

Samarinda. 

 

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan di Kota Samarinda 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikasi kesadaran 

wajib pajak (X1) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 6,508 > t tabel 1,983 

sehingga H1 diterima berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi 

kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib 

pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak. 

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda dikarenakan wajib pajak 

bersedia dengan senang hati membayar pajak kendaraan bermotor tanpa ada 

paksaan, bersedia membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak adalah 

kewajiban saya sebagai warga Negara, membayar pajak kendaraan bermotor tepat 

waktu setiap jadwalnya dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk 

membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga membuat meningkatnya kemauan 

wajib pajak dalam membayar pajak dan terciptanya ketertiban dan kedisiplinan 

wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan di Kota Samarinda. 
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Untuk iut, direkomendasikan pemerintah Kota Samarinda meningkatkan 

kesadaran wajib pajak dengan memberikan penyuluhan yang berkesinambungan 

pada wajib pajak mengenai kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan dan 

mengenai tata cara dalam menjalankan perpajakan. Pemberian sosialisasi maka 

akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya.  

Sesuai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Priambodo (2017) 

diperoleh hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Penelitian Aprilliyana (2017) diperoleh 

hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor 

SAMSAT Kota Surakarta. 

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral 

yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang 

pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah 

ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan terhadap wajib pajak. Kesadaran 

Wajib Pajak tidak hanya terdapat pada hal teknis saja seperti pemeriksaan, tarif 

pajak tetapi pada Kesadaran Wajib Pajak untuk mentaati ketentuan perundang-

undangan perpajakan. Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajaknya maka semakin 

tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajaknya. 

Kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak baik individu maupun 

badan yang memiliki sikap paham maupun mengerti mengenai pengertian, tujuan 
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maupun fungsi dilakukan pembayaran pajak. Untuk itu, adanya wajib pajak yang 

sadar melakukan pembayaran pajak menjadi faktor penting untuk sistem pajak 

modern saat ini. Pengertian kesadaran wajib pajak bermaksud tindakan yang 

dilakukan oleh wajib pajak tentang persepsi dan pandangannya yang terlibatnya 

pengetahuan, keyakinan, penalaran dan cenderung dalam berperilaku berdasarkan 

rangsangan/stimulus sesuai ketentuan bidang pajak yang berlaku (Nurmantu, 

2013:72). 

Ada tiga bentuk wajib pajak yang sadar melakukan pembayaran pajak 

berupa kesadaran pajak sebagai bentuk artisipasi untuk mendukung pembangunan 

nasional. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak bersedia melaksanakan 

membayar pajak sebab merasa membayar pajak tidak merugikan. Kemudian 

adanya kesadaran ditundanya dalam dilakukan pembayaran pajak dan 

dikuranginya beban pajak dapat merugikan Negara. Terdapatnya kesadaran ini 

membuat wajib pajak paham ditundanya dalam pembayaran pajak dan 

dikuranginya beban pajak dapat memiliki dampak penurunan sumber daya 

keuangan mengakibatkan terhambat pembangunan nasional. Terakhir, kesadaran 

wajib pajak berkaitan pula dengan penetapan pajak berlandaskan undang-undang 

dan sifatnya dipaksakan. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak 

melakukan pembayaran pajak sebab pajak pembayarannya berlandaskan hukum 

sifatnya kuat dan sebagai kewajiban yang mutlak bagi tiap warga Negara 

(Rahman, 2015:53). 

Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk 
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menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban 

perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti 

pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk 

membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

4.4.2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan di Kota Samarinda 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikasi sanksi 

perpajakan (X2) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 20,299 > t tabel 1,983 

sehingga H2 diterima berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan 

wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin 

rendah kepatuhan wajib pajak. 

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda dikarenakan wajib pajak mengetahui 

jika telat membayar pajak kendaraan bermotor terdapat saknsi administrasi berupa 

denda  yang besarannya sesuai lama keterlambatannya, mengetahui bahwa sanksi 

pajak kendaraan bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, 

tetap akan membayar denda, jika telat membayar pajak kendaraan bermotor dan 

akan patuh terhadap sanksi perpajakan karena salah satu sarana untuk mendidik 

wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga terjadi pemahaman wajib pajak 

terhadap sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan 

membuat meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. 
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Untuk itu direkomendasikan pemerintah Kota Samarinda meningkatkan 

sanksi perpajakan dengan memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran 

akan hak dan kewajiban perpajakan guna mendukung program-program 

pemerintah yang nantinya pemerintah memberikan feedback kepada publik lagi 

baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak yang kurang 

begitu paham akan tata cara perpajakan diharapkan dapat bertanya kepada petugas 

pajak agar dapat diberikan penjelasan yang lebih detail. 

Sesuai hasil penelitian Priambodo (2017) diperoleh hasil terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten 

Purworejo. Namun penelitian Aprilliyana (2017) diperoleh hasil terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota 

Surakarta. 

Sanksi Perpajakan yang perlu diketahui dan ditaati oleh wajib pajak ada 

dua yaitu sanksi admnistrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi yaitu sanksi 

berupa pembayaran kerugian untuk negara, sedangkan sanksi pidana berupa 

pidana atau kurungan. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi 

Perpajakan ini dapat dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan Sanksi Perpajakan, seperti meningkatkan nominal denda, melakukan 

pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang bertujuan agar Kepatuhan Wajib 

Pajak dapat meningkat. apabila Sanksi Perpajakan dapat dipahami dan dimengerti 

oleh wajib pajak bahwaSanksi Perpajakan dapat merugikan dirinya, tentu akan 
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berdampak pula kepada kepaatuhan wajib pajaknya, sehingga penerimaan pajak 

dapat meningkat. 

Sanksi perpajakan dibuat sebagai adanya jaminan atau perjanjian yang 

mengikat berlandaskan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-

undangan perpajakan, membuat pajak wajib untuk dilakukan setiap wajib pajak. 

Untuk itu, sanksi perpajakan menjadi sarana dalam pencegahan dilakukannya 

pelanggaran kewajiban bidang perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan itu 

sendiri tercantum dalam undang-undang perpajakan meliputi dua jenis berupa 

sanksi pidana dan administrasi, sehingga bagi pelanggarnya bisa diancam sanksi 

pidana saja atau sanksi administrasi saja. Namun terdapat juga yang diancam 

sanksi pidana dan administrasi (Rahman, 2015:63). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai 

pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda yang telah dikemukakan pada bab 

terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:  

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, 

begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin rendah 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, 

begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin rendah 

kepatuhan wajib pajak. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Untuk pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu meningkatkan 

kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan memberikan penyuluhan 

yang berkesinambungan pada wajib pajak mengenai kesadaran akan 

kewajibannya dalam perpajakan dan mengenai tata cara dalam menjalankan 

perpajakan. Pemberian sosialisasi maka akan mampu meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.  

2. Untuk Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan 

kewajiban perpajakan guna mendukung program-program pemerintah yang 

nantinya pemerintah memberikan feedback kepada publik lagi baik dalam 

bentuk langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak yang kurang begitu 

paham akan tata cara perpajakan diharapkan dapat bertanya kepada petugas 

pajak agar dapat diberikan penjelasan yang lebih detail. 
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Lampiran 1. 

 

KUESIONER 

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  

DI KOTA SAMARINDA 

 

Nama Responden  : ………………………..……(Di isi oleh peneliti) 

Nomor Responden  : …………………..…………(Di isi oleh peneliti) 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama/Inisial   : 

2. Umur*    :                        Tahun 

3. Jenis Kelamin*   :   

1) Laki-laki 

2) Perempuan  

4. Pendidikan Terakhir*   : 

1) Tidak Tamat Sekolah 

2) SD 

3) SMP 

4) SMA 

5) D3 

6) S1 

7) S2 

 

*Pilih salah satu yang sesuai dengan umur / jenis kelamin / pendidikan / masa 

kerja Bapak/Ibu 

 

Bapak/Ibu diminta untuk mengisi jawaban dengan memberikan tanda centang 

(√) pada salah satu kotak yang sesuai dengan kriteria yang bersangkutan, 

dengan pilihan jawaban skala penilaian sebagai berikut: 

SS :Sangat Setuju  : 5 

S :Setuju   : 4 

R :Kurang Setuju : 3 

TS :Tidak Setuju  : 2 

STS :Sangat Tidak Setuju : 1 
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B. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak 

NO Pernyataan SS S KK TS STS 

1 Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk 

semua jenis pajak yang saya miliki 

     

2 Saya membayar pajak kendaraan bermotor 

tepat waktu sebelum habis masa berlakunya 

     

Sumber : Rahayu (2013:21) 

 

C. Variabel Independen 

No Variabel 

Independen 

Indikator Pernyataan SS S R TS STS 

1 Kesadaran 

Wajib 

Pajak  

Kemauan wajib 

pajak dalam 

membayar pajak  

Saya bersedia 

dengan senang hati 

membayar pajak 

kendaraan 

bermotor tanpa ada 

paksaan 

          

2     Saya harus 

membayar pajak 

kendaraan 

bermotor karena 

pajak adalah 

kewajiban saya 

sebagai warga 

negara 

          

3   Ketertiban dan 

kedisiplinan wajib 

pajak dalam 

membayar pajak 

Saya membayar 

pajak kendaraan 

bermotor tepat 

waktu setiap 

jadwalnya 

          

4   Saya menyiapkan 

dokumen yang 

diperlukan untuk 

membayar pajak 

kendaraan 

bermotor. 

          

1 Sanksi 

Perpajakan  

Pemahaman wajib 

pajak terhadap 

Sanksi Perpajakan  

Saya mengetahui 

jika telat 

membayar pajak 

kendaraan 

bermotor terdapat 

saknsi administrasi 
berupa denda  yang 

besarannya sesuai 

lama 
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keterlambatannya 

2  Saya mengetahui 

bahwa sanksi pajak 

kendaraan 

bermotor harus 

dikenakan kepada 

pelanggarnya tanpa 

toleransi. 

     

3 Kepatuhan wajib 

pajak terhadap 

sanksi perpajakan  

Saya tetap akan 

membayar denda, 

jika telat 

membayar pajak 

kendaraan 

bermotor 

          

4 Saya akan patuh 

terhadap sanksi 

perpajakan karena 

salah satu sarana 

untuk mendidik 

wajib pajak 

kendaraan 

bermotor. 

          

Sumber : Rahayu (2013:22) dan Mardismo (2016:54) 
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Lampiran 2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

No 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kepatuhan Wajib 
Pajak 

Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan 

Y.1 Y.2 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 

1 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 

2 5 3 4 4 4 3 1 3 2 4 

3 4 3 3 1 1 1 4 5 4 4 

4 1 1 3 1 1 1 4 5 5 5 

5 4 2 2 1 4 2 4 5 4 4 

6 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 

7 1 1 4 1 3 2 4 5 3 3 

8 1 1 5 5 5 4 1 1 1 2 

9 4 2 5 5 5 4 1 1 1 1 

10 5 3 4 4 5 5 1 5 2 4 

11 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 

12 1 1 2 1 5 2 1 3 2 4 

13 4 5 5 4 4 4 1 3 2 4 

14 5 5 4 1 3 2 4 4 4 4 

15 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

16 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

17 3 2 4 4 4 4 5 5 3 3 

18 5 4 4 1 3 2 4 4 3 3 

19 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 

20 5 4 4 4 5 5 1 4 2 4 

21 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 

22 5 3 5 5 4 3 1 1 1 2 

23 1 1 4 4 4 3 1 1 1 1 

24 1 1 3 1 1 1 1 4 2 4 

25 5 2 4 4 4 3 5 5 3 3 

26 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

27 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 

28 3 2 3 1 1 1 5 4 5 4 

29 4 4 2 1 4 2 5 5 5 5 

30 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
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Hasil SPSS 

 

1. Kepatuhan Wajib Pajak 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.879 2 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

y.1 2.97 1.964 .785 . 
y.2 3.67 2.230 .785 . 

 

2. Kesadaran Wajib Pajak 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.893 4 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x1.1 9.97 17.344 .633 .915 
x1.2 10.67 10.368 .892 .818 
x1.3 10.07 13.444 .749 .868 
x1.4 10.70 12.424 .874 .819 
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3. Sanksi Perpajakan 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.913 4 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x2.1 10.10 14.369 .761 .913 
x2.2 9.47 15.154 .858 .867 
x2.3 10.17 15.385 .911 .851 
x2.4 9.67 18.437 .730 .915 
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Lampiran 3. Data Penelitian 

 

No 
Identitas Responden Kepatuhan Wajib Pajak 

Usia Jenis Kelamin Pendidikan Y.1 Y.2 Total 

1 27 1 4 4 4 8 

2 25 1 5 2 1 3 

3 29 1 5 4 3 7 

4 37 2 3 4 4 8 

5 37 2 5 4 4 8 

6 25 2 4 5 5 10 

7 25 2 3 1 1 2 

8 33 2 5 1 1 2 

9 34 2 3 4 4 8 

10 25 1 4 4 4 8 

11 35 1 3 4 4 8 

12 25 1 4 5 5 10 

13 28 1 4 1 1 2 

14 34 1 5 1 1 2 

15 33 1 6 4 4 8 

16 25 1 6 4 4 8 

17 28 1 4 4 4 8 

18 25 2 4 5 5 10 

19 33 2 6 2 2 4 

20 32 2 4 2 2 4 

21 27 2 4 5 5 10 

22 33 1 6 4 5 9 

23 26 1 4 5 5 10 

24 41 2 4 4 4 8 

25 31 1 4 4 4 8 

26 26 1 6 4 4 8 

27 28 2 4 4 4 8 

28 32 2 3 4 4 8 

29 35 1 4 5 5 10 

30 36 2 3 5 5 10 

31 26 2 4 4 4 8 

32 33 1 2 4 4 8 

33 32 1 3 4 4 8 

34 27 2 4 5 5 10 

35 42 2 4 4 4 8 

36 26 1 4 1 1 2 

37 29 2 3 1 1 2 
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38 34 1 3 4 4 8 

39 27 1 4 4 4 8 

40 25 1 2 2 1 3 

41 29 1 4 4 3 7 

42 37 2 4 4 4 8 

43 37 2 3 4 4 8 

44 25 2 4 5 5 10 

45 25 2 5 1 1 2 

46 33 2 6 1 1 2 

47 34 2 3 4 4 8 

48 25 1 4 4 4 8 

49 35 1 4 4 4 8 

50 25 1 4 5 5 10 

51 28 1 3 1 1 2 

52 34 1 4 1 1 2 

53 33 1 4 4 4 8 

54 25 1 4 4 4 8 

55 28 1 5 4 4 8 

56 25 2 5 5 5 10 

57 33 2 3 2 2 4 

58 32 2 5 2 2 4 

59 27 2 4 5 5 10 

60 33 1 3 4 5 9 

61 26 1 5 5 5 10 

62 41 2 3 4 4 8 

63 31 1 4 4 4 8 

64 26 1 3 4 4 8 

65 28 2 4 4 4 8 

66 32 2 4 4 4 8 

67 35 1 5 5 5 10 

68 36 2 6 5 5 10 

69 26 2 6 4 4 8 

70 33 1 4 4 4 8 

71 32 1 4 4 4 8 

72 27 2 6 5 5 10 

73 42 2 4 4 4 8 

74 26 1 4 1 1 2 

75 29 2 6 1 1 2 

76 34 1 4 4 4 8 

77 27 1 4 4 4 8 

78 25 1 4 2 1 3 
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79 29 1 6 4 3 7 

80 37 2 4 4 4 8 

81 37 2 3 4 4 8 

82 25 2 4 5 5 10 

83 25 2 3 1 1 2 

84 33 2 4 1 1 2 

85 34 2 2 4 4 8 

86 25 1 3 4 4 8 

87 35 1 4 4 4 8 

88 25 1 4 5 5 10 

89 28 1 4 1 1 2 

90 34 1 3 1 1 2 

91 33 1 3 4 4 8 

92 25 1 4 4 4 8 

93 28 1 2 4 4 8 

94 25 2 4 5 5 10 

95 33 2 4 2 2 4 

96 32 2 3 2 2 4 

97 27 2 4 5 5 10 

98 33 1 5 4 5 9 

99 26 1 6 5 5 10 

100 41 2 3 4 4 8 
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No 
Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total 

1 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 

2 2 1 2 2 7 1 2 1 2 6 

3 4 3 2 2 11 5 4 3 4 16 

4 4 4 4 1 13 5 4 4 4 17 

5 4 4 5 5 18 2 4 4 4 14 

6 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 

7 1 1 5 5 12 4 1 1 1 7 

8 1 1 2 1 5 4 1 1 1 7 

9 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 

10 4 4 5 3 16 2 4 4 4 14 

11 4 4 5 5 18 2 4 4 4 14 

12 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 

13 1 1 2 2 6 2 1 1 1 5 

14 1 1 4 1 7 2 1 1 1 5 

15 4 4 5 4 17 5 4 4 4 17 

16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

17 4 4 3 5 16 4 4 4 4 16 

18 5 5 5 2 17 2 5 5 5 17 

19 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 

20 2 2 2 2 8 5 2 2 2 11 

21 5 5 5 1 16 5 5 5 5 20 

22 4 5 5 5 19 4 4 5 4 17 

23 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 

24 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 

25 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 

26 4 4 4 4 16 2 4 4 4 14 

27 4 4 3 5 16 3 4 4 4 15 

28 4 4 4 2 14 5 4 4 4 17 

29 5 5 1 1 12 5 5 5 5 20 

30 5 5 5 3 18 4 5 5 5 19 

31 4 4 5 3 16 5 4 4 4 17 

32 4 4 5 5 18 2 4 4 4 14 

33 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 

34 5 5 5 2 17 5 5 5 5 20 

35 4 4 4 1 13 5 4 4 4 17 

36 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 

37 1 1 5 1 8 2 1 1 1 5 

38 4 4 5 5 18 5 4 4 4 17 

39 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 
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40 2 1 2 2 7 1 2 1 2 6 

41 4 3 2 2 11 5 4 3 4 16 

42 4 4 4 1 13 5 4 4 4 17 

43 4 4 5 5 18 2 4 4 4 14 

44 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 

45 1 1 5 5 12 4 1 1 1 7 

46 1 1 2 1 5 4 1 1 1 7 

47 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 

48 4 4 5 3 16 2 4 4 4 14 

49 4 4 5 5 18 2 4 4 4 14 

50 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 

51 1 1 2 2 6 2 1 1 1 5 

52 1 1 4 1 7 2 1 1 1 5 

53 4 4 5 4 17 5 4 4 4 17 

54 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

55 4 4 3 5 16 4 4 4 4 16 

56 5 5 5 2 17 2 5 5 5 17 

57 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 

58 2 2 2 2 8 5 2 2 2 11 

59 5 5 5 1 16 5 5 5 5 20 

60 4 5 5 5 19 4 4 5 4 17 

61 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 

62 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 

63 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 

64 4 4 4 4 16 2 4 4 4 14 

65 4 4 3 5 16 3 4 4 4 15 

66 4 4 4 2 14 5 4 4 4 17 

67 5 5 1 1 12 5 5 5 5 20 

68 5 5 5 3 18 4 5 5 5 19 

69 4 4 5 3 16 5 4 4 4 17 

70 4 4 5 5 18 2 4 4 4 14 

71 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 

72 5 5 5 2 17 5 5 5 5 20 

73 4 4 4 1 13 5 4 4 4 17 

74 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 

75 1 1 5 1 8 2 1 1 1 5 

76 4 4 5 5 18 5 4 4 4 17 

77 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 

78 2 1 2 2 7 1 2 1 2 6 

79 4 3 2 2 11 5 4 3 4 16 

80 4 4 4 1 13 5 4 4 4 17 
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81 4 4 5 5 18 2 4 4 4 14 

82 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 

83 1 1 5 5 12 4 1 1 1 7 

84 1 1 2 1 5 4 1 1 1 7 

85 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 

86 4 4 5 3 16 2 4 4 4 14 

87 4 4 5 5 18 2 4 4 4 14 

88 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 

89 1 1 2 2 6 2 1 1 1 5 

90 1 1 4 1 7 2 1 1 1 5 

91 4 4 5 4 17 5 4 4 4 17 

92 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

93 4 4 3 5 16 4 4 4 4 16 

94 5 5 5 2 17 2 5 5 5 17 

95 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 

96 2 2 2 2 8 5 2 2 2 11 

97 5 5 5 1 16 5 5 5 5 20 

98 4 5 5 5 19 4 4 5 4 17 

99 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 

100 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 
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Lampiran 4. Hasil SPSS 

 

Data Responden 

 
Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 25 21 21.0 21.0 21.0 

26 9 9.0 9.0 30.0 

27 8 8.0 8.0 38.0 

28 8 8.0 8.0 46.0 

29 5 5.0 5.0 51.0 

31 2 2.0 2.0 53.0 

32 7 7.0 7.0 60.0 

33 14 14.0 14.0 74.0 

34 8 8.0 8.0 82.0 

35 5 5.0 5.0 87.0 

36 2 2.0 2.0 89.0 

37 6 6.0 6.0 95.0 

41 3 3.0 3.0 98.0 

42 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 53 53.0 53.0 53.0 

Perempuan 47 47.0 47.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SD 4 4.0 4.0 4.0 

SMP 15 15.0 15.0 19.0 

SMA 51 51.0 51.0 70.0 

D3 14 14.0 14.0 84.0 

S1 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Data Variabel Penelitian 

 

1. Kepatuhan wajib pajak 

 
y.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 16.0 16.0 16.0 

2 9 9.0 9.0 25.0 

4 54 54.0 54.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
y.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 19.0 19.0 19.0 

2 6 6.0 6.0 25.0 

3 3 3.0 3.0 28.0 

4 48 48.0 48.0 76.0 

5 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

2. Kesadaran wajib pajak 

 
x1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 16.0 16.0 16.0 

2 9 9.0 9.0 25.0 

4 54 54.0 54.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
x1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 19.0 19.0 19.0 

2 6 6.0 6.0 25.0 

3 3 3.0 3.0 28.0 

4 48 48.0 48.0 76.0 

5 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 7.0 7.0 7.0 

2 15 15.0 15.0 22.0 

3 5 5.0 5.0 27.0 

4 31 31.0 31.0 58.0 

5 42 42.0 42.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
x1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 21.0 21.0 21.0 

2 24 24.0 24.0 45.0 

3 7 7.0 7.0 52.0 

4 18 18.0 18.0 70.0 

5 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

3. Sanksi perpajakan 

 
x2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 3.0 3.0 3.0 

2 29 29.0 29.0 32.0 

3 4 4.0 4.0 36.0 

4 29 29.0 29.0 65.0 

5 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
x2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 16.0 16.0 16.0 

2 9 9.0 9.0 25.0 

4 54 54.0 54.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 19.0 19.0 19.0 

2 6 6.0 6.0 25.0 

3 3 3.0 3.0 28.0 

4 48 48.0 48.0 76.0 

5 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
x2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 16.0 16.0 16.0 

2 9 9.0 9.0 25.0 

4 54 54.0 54.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Regresi Linier Berganda 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kepatuhan Wajib Pajak 7.07 2.753 100 
Kesadaran Wajib Pajak 14.05 4.518 100 
Sanksi Perpajakan 14.26 4.792 100 

 
Correlations 

 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 

Kesadaran 
Wajib Pajak 

Sanksi 
Perpajakan 

Pearson Correlation Kepatuhan Wajib Pajak 1.000 .880 .969 

Kesadaran Wajib Pajak .880 1.000 .829 

Sanksi Perpajakan .969 .829 1.000 

Sig. (1-tailed) Kepatuhan Wajib Pajak . .000 .000 

Kesadaran Wajib Pajak .000 . .000 

Sanksi Perpajakan .000 .000 . 

N Kepatuhan Wajib Pajak 100 100 100 

Kesadaran Wajib Pajak 100 100 100 

Sanksi Perpajakan 100 100 100 

 
Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Sanksi 
Perpajakan, 
Kesadaran 
Wajib Pajakb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. All requested variables entered. 
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .978a .957 .956 .577 1.731 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 718.232 2 359.116 1079.205 .000b 

Residual 32.278 97 .333   
Total 750.510 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.300 .194  6.709 .000   
Kesadaran 
Wajib Pajak 

.149 .023 .245 6.508 .000 .312 3.205 

Sanksi 
Perpajakan 

.440 .022 .765 20.299 .000 .312 3.205 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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Uji Gletser 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .622 .118  5.281 .000   
Kesadaran 
Wajib Pajak 

.020 .014 .246 1.402 .164 .312 3.205 

Sanksi 
Perpajakan 

.032 .013 .426 2.430 .067 .312 3.205 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

 

Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 100 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .57099686 
Most Extreme Differences Absolute .092 

Positive .053 
Negative -.092 

Test Statistic .092 
Asymp. Sig. (2-tailed) .085c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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